LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Nomar : 6 Tahun 2030 ; Serie : B Nornor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG %
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : @  perkembangan pembangunan vang semzkin
. pesat dan makin meningkatnya taraf hidup rakyat
di Kabupaten Magelang telah mendolina makin
pesatnya  perturnbuhan  bangunan-bangunan
baru di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
Sehingga  untuk  menjamin  keselamatan
masyarakat dan guna tercapainya Keserasan,
keselarnsan  serla  kelestarian bangunan  dan
lingkingan, maka dipandang perlu adanya
Peneitiban dan pengaturan bangunan. :

FUSAT JARINGAN | I

T [DCKUMENTAS) CARWROSHASI M

KARUPATEN DATHIT MBGEL ANG |

e m——
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b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 3 Tahun 1977 temtang Pembuatan,

. Pembongkaran dan Perbalkan Bangunan di
Kabupaten Daerah Tingkat 11  Magelang,
Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang
Normeor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan
untuk Jalan<jalan Kabupaten Daerah Tingkat
Magelang serta Keputusan Bupati Kepala Daer :
Tingkat II Magelang tentang Pedoman Dasar
Untuk Penetapan Izin Bangunan di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat I  Magelang
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan dan tuntutan sa2at ini
sehingga perlu ditinjau kembali,

c. bahwa untuk maksud tersebut periu distur
dan disusun lagi dengan Peraturan Dzerah
Kabupaten Magelang tentang Bangunan.

Mengingat - 1. Undang Undang Nomeor 17 Tahun 1950 tentang
Pembertukan Caerah-dacrah Kota Kecil dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah
dan Jawa Timur ;

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup ’

-3, Undang Undang Nomar S Tahun 1932 tentang™
Benda Cagar Budaya ;

4, Undang Undang Nemor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang.

5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentand
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor
60, TLN Nomor 2839).

6. Peratuwran Pemerintoh Nomor 14 Tahun 1987

=l Sl tentang  Penyerahan Sebaglan  Urusan
' Aottt Pemerintah i Bidang Pekerjaan Umum kepada

Daerah. $ratyiyh
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Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Dampak Lingkurgan.

8. Permendagri Nemor 7 Tahun 1993 tentang lzin
Mendirikan Bangunan dan UU bagi Perusahaan
Industri.

9. [nstruksl Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan lzin Mendirkan
Bangunan dan UU Gangguan bagi Perusahaan
Industri.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
3 tahun 1977 tentang Pembuatan, Pembongkaran
dan Perbaikan Bangunan di Kabupaten
Daerah Tingkat [1 Magelang.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Hemor 2
Tahun 1977 tentang Garis Jalen untuk Jalan-
jalan Kabupaten Dati 11 Magelang.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawsi Neger
Sipl di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Magelang.

13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I
Magelang NWomor 188.4/144/Kep/14/ 1995
tentang Pedornan dasar Untuk Penetapan Biaya
[zin Bangunan diWiayah Kabupaten Dati X
Magelang,

Dengan perselujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Kabupaten Magalang
( Keputusan Dewan Nomor 49 Tahun 2000 )

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG BANGUNAN

Dipindai dengan CamScanner



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah inl yang dimaksud dengan :
a. Pernerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maqgelang | .
b. Bupati adalah Bupati Magelang ;

c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kzabupaies
Magelang yang selanjutnya disingkat DFU ;

d. Bangunan - bangunan adalah setiap hasil pekerjaan rnanusia yang
dipergunzkan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusunfterletak pada
tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan;

e. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-banguran yang
secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut
dalam batas satu pemilikan;

f. Pemilic bangunan adalah orang atau badan hukum yang mempunya
hakfwewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tndakan
hukum menurut perundangan yang berlaku;

g. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut
pertimt:angan Pemerintah  Kabupaten dapat dipergunakan  watuk
mendirikan suatu bangunan, .

h. Mendirikan Etangunan adalah pekerjaan mengadakan  bangunan
seluruinynya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menivbua
atau meratakan tanah yang berhubungan  dengan  pekerjaan
mengadakan bangunan itu,

i, Mengubzh bangunan ialah pekerjapan mengganti dan atau imenambah
kanqunan yang ada, termasuk pekerjaan membonckar yang
berhubungan derngan pekeran mengganti bagian bangunan tersebut;

j.  Merobohkan bangunan ialah meniacdakan sebagian atau seluruh
bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan  atau
konstruksi;
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k. Garis sempadan ialah garls yang ditarik pada jarak tertentu sejajar

m.

dengan as jalan, tepl sungai atau as pagar yang merupakan batas
antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh
dibangun bangun-banqunan,

Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan
yang selanjutnya disingkat KRB,

Koefisien Lantal Bangunan adalah bilangan pokok atas perbaadingan
antara jumlah luas lantal bangunan dengan luas kapling/pekarangan
yana selanjutnya disingkat KLB,

Tinggt bangunan adalah jarak yang diukur dari permulex  taman
samcai dengan titik teratas bangunan tersebut;

Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjgu ¢ =g
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun,

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang dunjgu can segl
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 sarmpal derian 1S
tahun;

Bznguran Ternporer adalah bangunan yang ditijjau ¢ 1 s=@
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 t2bhun

Harga Bangunan adalah harga bargunan menurut peiitunga © anzlsa
yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ftunjuk
oleh Bupati ;

1zin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan yang s2i rjutng?
disingkat IMB ,

Petmchonan [zn  Mendirikan / Mengubah / Merobohikan Banguean
yang selarjutnya disingkat PIMB ;

Permchonan Jzin Pengqunaan Bangunan yang selinjutnya disingkat
PIPB ;

Jalan Protakol otau 1tama adalah jalan dengan lebar badan jalan bdak -
kurang dan 8 (delapan) meter |

Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari
7 (tujuh) meter ;
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. Jalan antar lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak
kurang dari 3 (tiga) meter ;

y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukumn yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melzkukan
pembayaran retribusl termasuk pemungutan atau pernotongan retribusi
tertentu ;

z. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagal pelayanan atas pemberian .
[zin mendirikan bangunan untuk kepentingan orang pribadi atau badan
hukum.

Pasal 2

Orang, Badan/lembaga sebelum membangun, mengubah atau
merobohkan bangunan di wilayah Kabupaten Magelang harus terlzbih
dahulu memiliki IMB dari Bupali.

Pasal 3

(1) Perencanaan pekerjaan mendirikan, mengubah atau mercbohkan
bangunan harus dilakukan oleh perencana bangunan.

(2) Pelaksanaan pekerjgan mendirikan, mengubah atau mercbohkan
bangunan harus dilakukan oleh pelaksana bangunan.

(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 73 .
dan 87.

Pasal 4

(1) Menurut  wilayahnya, bangunan di  Kabupaten  Magelang
diklasifikasikan sebagai berikut;
a. bangunan di Kota Rangking 1,
b. bangunan di Kota Rangking I1;
¢. bangunan di Kota Rangking 111;
d. bangunan di Kawasan Khusus/tertentu;
d. bangunan di Pedesaan.
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(2) Menurut lokasinya, bangunan di Kabupaten Magelang dikasifikasikan
sebagal berikut :
a. ditepi jalan utarma/protokol,
b. ditepijalan anter;
c. i tept jalan kolektor;
Lo ditep! falan antar linghungan (Ickal),

C3Y Menurul  renogunanydbanatnen  dl o Kabupaten  Magelang
dikfasiiib cdkae sabagal berfhut
e, bangunan Umum;
b, Languian Perniagaan;
Langunin Pendiatkan;
bangunaii Industri;
hanizinan Kelembagaan/pe:vantoran;
barqunan Rumah Tingaal,
bangunan Campuran;
bangunan Khusus;
bangunan Sosial;”
1. bangunzn lain-lain.

-

SISO A
. W ® ¥ L

41 Menurut umwurnya bangunan di Kabupaten Magelang diklas! kasikan
sebaqgai berikut:
2. permanen;
h. semi permanen;
c. lemporer/sementara.

(5) Menurut statusnya, bangunan di Kabupaten Magelang diklasi’ kasikan
«ebagai berikut :
2. bhangunan pemerintah;
b. bangunan swasta.

(63 enuiut ketingglannya, bangunan di  Kabupaten Magelang
dirlacifikagkan sebagal verikut
a. hangunan satu lantal;
b. bangunan dua lantal;
c. bangunan trcgl,

(7) Menmsut Jumilah  lantainya, bangunan  di Kabupaten Magelang
diklasifikasikan sebagal berlkut
a. bangunan satu lantai,
b. bangunan dua larlai;
c. bangunan tiga lantal keals,
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(8) Menurut luasnya,banguran di Kabupaten Magelang diklasifikasikan
sebagai berikut

bangunan dengan luas kurang dari 100 m?;

bangunan dengan luas 100 - 250 m’;

bangunan dengan luas 251 - 500 m’;

bangunan dengan luas 501 - 1.000 m?;

bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m?,

papow

BAB II
KETENTUAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Rencana Tata Ruang

Pasal 5

Pada bzngunan yang terletak di daerah yang telah memiliki Rencana Tats
Ruang (*TR) berlaku ketentuan-ketentuan RTR tersebut

Pasal 6
Semua “asifikasi  bangunan direncanakan dengan memperhatikan
perencanaan yang meliputi : &
a. Gambar situasi/tata letak bangunan yang harus memuat penjsiasan
lenmg

bentuk kapling/pekarangan yang sesuai  cdengan peta Badas
Pertanahan nasional |
- nama jalanmﬂnujl.lke kapling dan di sekeliling kapling,
- peruntukan bangunan di sekailling kapling,
gars sempadan,
arah mata angin ; dan
siala gembar,
b Dendh bangunan,
¢ Tampak bangunan;
d. Petongan bangunan.
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Garis Seampadan
Pasal 7

(1) Garis sempadan bangunan lerluar yang sejajar dengan as  jalan dan
atau as sungal di sckellling , bangunan ditertukan berdasarkan
lebarfrencana jalan dan pemrkllmn kapling.

(2) Letak gans sempadan tersebut pada ayat (1) Pasal inl ila tidak
ditentukan lain adalah separuh lebar rencana jalan atau rencana
sungail yang dihitung dari batas tepi rencana bangunan.

(3) Geris pondasi bangunan terluar bangunan utama pads bagian
samping yang berbatasan dengan tetangga bila idak diten'uikan kEin
adalah sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) meter dari Hatas teps
kapling atau dapat ditentukan atas dasar kesepakatan tetai gga vang
saling berbatasan.

Pasal 8

(1) Garie sempadan pagar terluar yang berbatasan dengin jJalan
ditentukan berhimpit dengan batas teriuar daerah milik jakan.

(2)  Pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan tinggi maksmum 1,5
(satu  setengah) meter dari permukaan halaman/trotoa: dengan
bentuk transparan atau ternbus pandang.

(3) Gans lengkung pagar di sudut parsimpangan jalen  ditentukan
dengan ukwian radius tetenty atas dasar fungsi dan perananjatan
serta ticak  boleh mengganggu pandangan yang imenbahayakan
ladu limtas.

(4) Garie cernpadan Julan masuk ke Kapling bilamana tidak ditentukan
lain adaleh berbimpit dengan batas terluar ganis pagar,

(5) Pembuatan jalan masuk harus mendapat [zin dari Kepala DPU.
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Pasal 9

Garis pondasi teras terluar yang sejajar dengan  arah  sekeliling
bangunan adalah separoh lebar rencana jalan dikurangi sebanyak-
banyaknya 2 (dua) meter dan tidak melewati garis sempadan
pagar. .

Terasfloteng tidak dibenarkan diberl dinding sebagai ruang
tertutup.

Loteng tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetanggs,
tanpa persetujuan tetangga.

Pasal 10

Garis  cucuran  atap terluar yang sejajar dengan arah jelan
cekeiiling bangunan sebelum ditentukan lain minimal 1 (satu) metsr
daii gens sempacdan pagar, kecuali bila ditentukan lain.

Gar. konstruksi terluar suatu tritisfoversteck yang mengarzh ks
tet:ngga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan  yang
bertitasan dengan tetangga.

Apabila garis sempadan bangunan ditentukan berhimpit dengan
garic semnpadan pagar, cucuran atap suatu tritisfoversteck harus
diberi talang dan pipa talang sampai ke tanah.

Dilarang  menempatkan  lubang anginfiendels  yang berbatasan
lanasung dengan tetangga.

Pasal 11

Garis pondasi dan garis konstruksl terluar  bangunan-bangunan
renara  air,  septic-tank, kowm atau  bangunan  lain  selain
bangunan ruang ditentukan dengan Keputusan Bupatl.

Keadaan bangunan-bargunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini  tdak dibenarkan berubah fungsi menjadi  bangunan  ruend
sekalipun hanya berstalus sementara.
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Panl‘il "3 . -1 '.La u Ji
(1) Garis pondasi terfuar bangunan temporer/sernenara ditentukan
berdasarkan petunjuk DPU.

(2) Bangunan temporer/sementara tidak dibenarkan berubah status
menjadi bangunan serml perrnanen atau permanen,

Pasal 13

(1) Garis sempadan sungai besar di luar pemukiman adalah berjerak
sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan 30
(lima puluh) meter dari tepi anak sungai, kecuali apabila d "entukan
lain.

(2) Untuk sungai di kawasan pemukman, garis sempadan sungai
dizntukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari
tepi sungai, untuk jalan inspeksi,

(3) Sempadan salwan air limbah atau asseinenng ditetapkan
sekurang-kurangnya  1(satu) meter dar saluran, untuk jalan
inspeksi.

Tata Ruang Dalam

Pasal 14

Bentuk, ukuran dan perengkapan ruang harus memenuhi sywrot-syarst
kesehatan dan keselamatan umum,

Tata Ruang Luar

Pasal ;5

(1) Setiap kapling/pelarangan yang akan didirkan bangunan barus
a. direncanakan keadaan pennukuan tanahnya/tSpacrafinya daf -
dapat dimintakan keterangan kepada DPU/DT;

\ ' ~
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KABUPATEN DATI Il MhGELAN(i
Unyai tempat - parkir dengan kapasitas yang memadai

sestal standar dan tidak mena i s
sekelilingaya. naganggu lalu  lintas jalan

(2)  Setiap kapling/pekarangan bilamzna memeriukan jembzatan  atay

Uian untuk masuk ke dalamnya, harus dibuat berdasarkan
petunjuk DPU, .

(3) Bilamana kapling/pekarangan berada di lingkungan yang belum
mempunyai rencana jaringan jalan, pemohon harus menyediakan
jalan menuju ke kapling menurut petunjuk DPU.

Pasal 16

(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan
pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegzhaa
bahaya kebakaran, kepentingan ekoncmi, fungsi peruntukan,
fungsi keselamatan bangunan untuk mencapai kenyamanan dan
kenikmatan.

(2) Ketentuan KDB pada ayat (1) ini disesuaikan dengan Rencana Tata
Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 17 '

(1) Ketinggian bangunan ditentukan sesual dengan Rencana Tats
Ruang.

(2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tQta reargnya
ketinggian  maksimum bangunar ditetapkan oleh Kepata DRU
denaan pertimbangan lebar jalan,

(3) Uatuk bangunan ticgol dan bertingkat beriaku Koefisien Lanta
Banguran (KLB) di rnaging-masing lokasi,

(4) Ketinggian Bangunan berderet maksimum 4 (empat) lantai dan
harus berjarak dengan persil tetangga. ;
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Keamanan dan Keselamatan Ungkunban
Pasal 18

Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangl pandangan lzlu
lintas jalan.

Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan
mengganggu atau menimbulkan gangguan kzamanan lalu lintas,
keselamatan umum, keseimbanguan/ pelestarian lingkungan dan
kesehatan lingkungan.

Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperkenankan
/ berada di atas sungai/saluran/selokan/parit pengairan,

Setiap bangunan kangsung atau tidak langsung tidak dipsrbolehkan
membuat lubang dalam bentuk jendela atau pintu atau angin-angin
(ventilasi), sehingga menimbulkan  gangguan  tetanggza atau
lingkungan sekitar.

Pasal 19

Setiap bangunan harus telah memiliki cara untuk mencegah
timbulnya ancaman pencemaran lingkungan.

Sefiap bangunan yang dapat mengancam pencemaran lingkungan
harus memiliki cara dan sarana untuk mengendalikan/n engoiah
sumber pencemaran, agar tidak merusak kesejmbangan 'ngkungan
sesuai denqan ketentuan yang ada.

Perlengkapan Bangunan
Pasal 20
Setiap bhangunan wajib  dilengkapi  dengan  peneiengan luar
seculiupnya.

Sesdap bangunan atau komplek bangunan perlu dilengkapi dengan
tiang bendera cengan bentuk dan ukuran dan  lokasi mem@ut
ketentuan yang berlaku kecueli apabila ditentukan lain. ,

N
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(3) Setiap bangunan dapat dilengkapl pengaman bangunan terhiadap

usaha kekerasan atau pengrusakan, seperti terali, pagar, pintu pagar
dan gardu/menara jaga.

(4) Setiap bangunan atau bomplek bangunan dapat dilenglkapi dengan

tempat  jemuran dengan ketentuan aman dan terlindung dari
pandangan urmum,

(5) Setiap bangunan harus dilengkapl dengan sarana  kebershan, .
kesehatan, kerapian dan keindahan.

(6) Setiap banqunan atau komplek bangunan dilengkapi dengan nomar
IMB,

Persyaratan arsitektur Lokal
Pasal 21

Setizp bangunan sejaubh mungkin diusahakan mempertimbangian ssgi-seg
pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisicnal lokalentuk

menciptaken suasana lingkungan yang bercitra/bercirikan/mencenminkan
perwujudan corak budaya setempat.

Pasal 22

Setiap bangunan dapat diberi ornamen atau hiasan tambahan  sepanjang

tidak mengganggu ketertiban dan hendaknya dapat diseiasian dan sesuai .
dengan arsitertur lingkungannya,

Bagian Kedua
Bangunan Umum

Pasal 23

Yang termasuk golongan bangunan umum adakh :

a. Bangunan tempat perftenusn  umum  yang  dipergunakan  untuk
peribadatan, kesenian, olah raga, temapt peramuan dan sejensnyd,
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bh. Bangunan untuk pertemuan umum yang dipergunakan untuk, rekreasl;
¢. Bangunan tempat pertemuan umum vyang dipergunakan urtuk
perpindahian jasa ransportasi/angkulan umum.

Pasal 24

(1) Setiap bangunan umum hatus mempunyel  jarak  bangunan
incduk/utama  dengan bangunan sekitarnya sekurang kurangriya 6
(enam) meter darl kapling.

(2) Penampilan setiap bangunan umum henclaknya dapat mencaarinkan
kavaktenstik arsitektur lokal,

(3) Setiap bangunan umum ditetapkan dagan KDB ssbesar 60°% (eram
puluh persen) kecuali apabila ditentukan lain,

(4) Setap bangunan umum harus memiliki pintu bahzya yarg ecampa
sedemikian rupa sehingga mampu mengocsongkan ruang  atay
bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 (Ima) ment

Pasal 25

(1) Setiap bangunan umum harus mempunyai terngat pardar dan
pemberhentian kendaraan umum yang sesual cengan fungsl dan
aktivitasnya seita memenuhi persyaratan sehingge ek
menggangau lingkungannya.

(2) Bila tidak ditentukan lain maka luas minimal areal vl parar
dihitung setiap 100 m2 luas lantai bangunan hams menyaciakan
areal parkir 20 m2,

Bangunan Perniagaan
Pasal 26

Yang termasuk bangunan perniagaan adalh bangunan yang ¢pergunakan
untulk ;

a. Tempat dilalkukannya tansaksl barang dan atau jasa;
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b. Tempat transaksi jual/beli secara langsung;
¢. Tempat menyimpan barang dalam jumlah banyak atau terbatas;

Pasal 27

(1) Setiap bangunan perniagaan dapat di bangunan dengan KDB
maksimal 80 % (delapan puluh persen) kecuali bila ditentulcan 'ain,

(2) Setiap bangunan perdagangan dalam zone perniagaan/perdaganqgan,
garis sempadan pondasi bangunan terluarnya yang sejaiar dengan

arah jalan dapat berhimpitan dengan garis sempadan jalan daa
tidak dibenarkan melebihi.

(3) Setiap bangunan perniagaan sacara -fungsional harus  untuk

kegiatan ekanomi dan mencerminkan perwujudan yang efisien dana
efekdif,

(4) Setiap Dbanguran perniagaan dapat diletakkan berderet dan
bercambung, dengan ketentuan harus memperhatikan pencegzhan
menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain.

(5) Setizgp bangunan perniagaan  harus memiliki  pinty  darurst
dengan lebar sedemikian rupa sehingga dapat meagosongian
ruang atau bangunan tidak lebih dari 7 (tujuh) menit.

(6) Setiap bangunan perniagaan harus menyediakan tempat sampah
umun  secara - tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan dan ;‘
ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai.

Pasal 213

(1) Setiap banqunan pern@agaan harus mempunyal  teivpat  partir
kendaraan dan tempal pemberhentian kendarasn umun yang Udak
renaganggu kelancaran falu lintas,

(3) Bila tidak ditentukan lain maka areal untuk parkic dibitung setiap 60
m’ luas lantai bangunan harus menyediakan areal patkir 20 m’.
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(4) Untuk bangunan perniagaan yang berada di komplek bangunan
perniagaan lainnya dapat menggunakan tempat parkr bersama
dengan kapasitas yang mencukupl bagi seluruh komplek.

(4) Untuk bangunan perniagaan yang memiliki ketinggian lebih darl 4
(empat) lantai dan memillki KDB lebih dari 75% harus menyediakan
tempat parkir di bawah permukaan tanah (basement),

Bangunan Pendidikan
Pasal 29

Yang temnasuk gclongan ini adalah bangunan yang digunakan untuk :

a. kegiatan pendidikan formal, non formal, agama, kejuruan dan
ketrampilan;

h. pangelolaan sumber informasi atau data yang benkaitan dengan
kegiatan pendidikan;

c. kegialan pengamatan, penelitian, perencanaan, perancangan yang
berkaitan dencan kegiatan pendidikan.

Pasal 30

'. (1) Setiap banguman pendidikan harus mempunyal jarak bangumaan
dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 6 {enam) meter
dan 3 (tiga) meter dengan batas kapling/pekarangan.

(2) Sefiap bangunan pendidikan bila tidak ditentukan lain  dapat
dibangunan dengan KDB maksimum 50 %.

(3) Setiap bangunan pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu
kelual sederikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau

bangunan tidak lebin dari & menit untuk ruang kelas dan 3 menit
untuk laboratoriurm
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Banﬁunan Industri

Pasal 31

Yang termasuk bangunan industri aclalah :

a.

b.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

Sernua  bangunan tempat dilakukannya pengolahan  bahan-bzhan

industri; .

Sermua bangunan tempat menyimpan barang untuk keperluan industri
dalam jumlah banvak atau terbatas;

Sernua bangunan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga
atau pembagi tenaga

Pasal 32

Setiap bangunan atau komplek bangunan industri harus mempurya
jarak dengan bangunan lain di sekitarnya menurut keten fuan yang
borlaku atau minimal 8 meter dan 5 meter dari bates

kzpling/p=karangan.

Setiap bangunan industri apabila tidak ditentukan lain dapat
dibangunan dengan KDB tidak melebihi 60 %.

Bangunan industri harus memiliki ebar pintu keluar sedemikian rupa
sehingga mampu mengosongkan banguan tidak lebih dan 5 menit.

Setiap bangunan industri harus dilengkapi sarana untuk memben .
petunjuk tentang besamya tingkat bahaya tarhadap ancaman jwea
secara langsung maupun tidak langsung.

Di sstiap bangunan industri yang dibangun di atas  kawasan yana
belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib merencanalan dan
melaksanakan prasarana ingkungan sesual petunjuk DRU.

Pasal 33
Setiap bangunan  Industri  harus  dilengkapl dznga:f sistim

pengolahan  limbah sesuai dengan ketentuan yang bédaku dan
rnelaksanakan penghijauan sesuai dengan }.eadaan lingkungan.
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(2) Pembuangan limbah harus tidak mengakibatkan pencernaran .
lingkungan dan atau tidak merusak keseimbangan lingkungan.

(2) Setiap Industri yang termasuk dalarm wajib AMDAL harus menguti
ketentuan-kelentuan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Setiap bangunan industri harus menyediakan tempat penarnpungan
air yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mencegah bahaya -
kebakaran, dengan kapasitas tampung vang memadai.

(2) Setiap bangunan industri harus menyediakan areal parkir sesuai
kebutuhannya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

(33 Setiap bangunan industri harus menyediakan tempat ibadah dengan
kapasitas yang memadai.

Bangunan Kelembagaan
Pasal 35

Yang terrnasuk golongan ini adalah semua bangunan yang diguaakan untuk
kegiatan yang Lerhubungan dengan :

a. uruszan perkantoran;

b. bidang kesehatan atau perawatan;

c. telekornunikasi,

Pasal 36

(1) Setiap bangunan kelembagaan harus mempunyai Jaiak  banguaan
incduljutama  dari  bangunan sekitainya sekurang-kwangnya . §
(enam) eter dar bangunan kin  dan “sekurang-KwanQnya 3
(tiga) meter dengan batas kapiing kecuall apabila  tidak
ditentukan lain, |
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(2) - Setiap-bangunan kelembagaan dibangun dengan KDB tidak melebihi
60% kecuali apabila ditentukan lain,

Pasal 37

(1) Setiap bangunan kelembagaan harus mempunyai tempat  parkir
kendaraan yang memenuhi persyaratan sehingga tidak mengganggu @l
lingkungan.

(3) Bila tidak ditentukan lain maka luas minimal areal parkir dihitung
setiap 100m’ luas lantal bangunan harus menvediakan aiezl parkir 20
m’.

Bangunan Rumah Tinggal
Pasal 33

Yang temnasuk bangunan rumah tinggal adalah semua banqunan temoat
tinggal milik perseorangan atau milik suatu bacan atau milik Pemennah
yang dapat berbentuk :

a. Rumah Tunggal;

b. Rumah Kopel,

c. Rumah Susun;

d. Rumah Bedeng/berderet;

e. Komplek Perumahan.

pasal 39

(1) Setiap bangunan tempat tinggal dapat dibangun dengan KL:3
tidak melebihi 60 % atau didasarkan pada Rencana Tata Ruanq
Kota yarig el lalu,

(2) Bangunan rumah tinggal yang berderet yang pelaksanaannya
dikelola  oleh suwaty badan dan jumiahnya cukup  banyak  dapat
disusuri bejjar sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) rumah dengan
dibatasi  suatu jalan  dan  harus  memperhitung  kan certa
mempertimbanckan penyediaan fasilitas lingkungan secara layak
cesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang beraku.
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(3) Untuk bangunan runah tinggal yang memillki  kendarzan  harus
menyediakan tempat parkir/garasi sesuai dengan kebutuhannya
sehingoa tidak menggangu linglkungan.

Pasal 40

(1) Bangunan tempat tinggal vang dibangua di alas kawacan vyang
belum memiliki Rencana Tala Ruang wajih merencanakan 4an
melaksanakan prasarana lingkungan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

(4) Kewajban perencanaan sepenuhnya dianggung oleht  pihak
pamohon [zin.

Bargunan Campuran
Pasal 41

Yana temnasuk bangunan campuran adalah :

2. Semua bangunan dengan status induk bangunan rumah Trgos,
dtambzh bangunan perniagaan dan bukan sebaliknya;

L. Semes bangunan dengan status induk bangunan rumah  trgos,
"‘*'f’ damoah bangunan industri (ringan), kerajinan rumah ¢y busan
sehaliknya,

c. Semua bangunan dengan status incduk bangunan tumah Ligaa,
ditzmuah bangunan kelerbagaan dan bukan sebaliknya;

d. Szamua bangunan dengan status induk banguran woum dtamdah
bangunan parmiadgann dan bukan scbalilnya;

e, Semuz buujunan dengan statue iduk banguoan unum  ditsmdan
bargunan kelernoagcan dan bukan sebaliknya,

e. Sanua brngunan dengan  Status induk  bangunan industi
ditambab vangunan persiagaan dan bukan sebalitnya;
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semua bangunan dengan status induk bangunan industn, ditanibah
bangunan kelembagaan dan bukan sebaliknya;

h. Semua bangunan dengan status induk bangunan kelembagaan,
ditambah dengan bangunan perniagaan dan bukan sebaliknya

i, Semua bangunan dengan status incduk bangunan pendidikan, ditambah
dengan bangunan umum, perniagaan (pertokoan sekolah) atau
kelembagaan yang berkaitan/bertujuan dengan pendidikan dan bukan
sebaliknya.

w0

Pasal 42

(1) Semua bangunan campuran diatur menurut status induknya
ditembah status tambabannya yang kemudian menyesuzikan
dengan status induknya dan bukan sebaliknya.

(2) Bangunan tambahan yang diraksud ayat (1) pasal ini, luzsnya tidak
boleh lebih besar dari bangunan indukaya.

(3) Status bangunantambahan tidak dibenarkan diubah tanpa Izin dan
DPU.

Bangunan Khusus

Pasal 43

yang termasuk golongan ini adalah sebagai berikut ;
a. Sermua bangunan milik Hankam yang diatur secara tersendiri.
b. Sernua bangunan milik badan ctorita yang diatur secara tersendiri.

¢. Semua bangunan milik Pemerintah Pusat yang berstat rahasia dan
diatur secara tersendiri,

d. Sernua bangunan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, ¢ pasal ini
tetap berpedoman pada ketentuan pokok bangunan,
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Yang temnasuk gelongan inl adalah semua bangunan yang digunakan urtuk
keqgiatan:

a. Peribadatan dan keagamaan,

b. Penampungan, pembinasn dan perawatan orang lanjut ucia, cacat
mental/fisik.

¢. Rehabilitasi sosial kemasyarakatan,

Pasal 45

Bangunan sosial dapat dibangunan dengan KDB tidak lebih darl €1 %% ztay
didiasaiken pada Rencana Tata Ruang Kota.

Bangunan Lain-lain
Pasal 46

Yang temrnasuk gelongan ini adalah sebagai berikut :
a. Bangunan kandang untuk peternakan.

b. Semua tangunan bukan gedung yang beriungsi sebags: penunjrg
bancunan, seperti : menara air, menara antene, relame  gepuis,
pagar, makarn, papan nama kantor dan sebagainya.

c. Semus bangunan mang yang beifungst sebagal  fasilss
penutarg/umum, sepertl: pas keamanan, tolet, telepon umum, pos
polisi dan sebagainya.

d. Bangunan perkerasan taoah, seperti @ lantal jamur,  perkerasan
halaman, tenpat perkie dan sabagalnya,

e, Bangunan ublitas, sopert ; saluian alr, jaringan  telepon, Jaringan ai
bersib, jaringan listrilk can sebagamya.
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pasal 47

(1) Semua bangunan lain-lain yang merupakan bangunan penuaang
bangunan utama dapat dietaklkan di daereh sernpadan  bangunan
dengan ketentuan cucuran atap/bagian alas atap banquaan tidak
melebihi  batas  kapling dan kelinggian  bangunan  rnaments
ketentuan yang  beraloku serta tidak mengganggu  lagkr gan
sckitaimya. .

(5) Semua bangunan lain-lain yang diletakkan di luar pager (ruas glan)
harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan idak  menggar oo
kepentingan umum serta keselamatan umum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Konstruksi

Pasal 48

¥epala Dinas dapat mengharuskan kepada sefiap orang/tacan vang
melaksanzkan/ menyuruh melaksanakan pekerjaan-pekeiaan pening Terat

mengadakan penyelidikan tanah unftuk menjamin kekokohan Encasan 20
bangunan termaksud.

Pasal 49

Tanah bengunan harus dimatangkan/dikeringkan  sebelum  mendrian .
bangunan dan kuat secara konstruksi,

Pasal 50

Kondist fizik tanah harus memenuhl beberapa persyaratan yaitu |
a.  Dapat didirtkan bangunan,

b. Tidak mengandung gas-gas beracun yang depat mematixan.
¢.  Memenuhi persyaratan untuk vtilitas,
c. Memungkinkan dibuatnya sistem diainagse dan saluran-saluran.
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Bangunan Satu Lantai
Pasal 51

(1) Bangunan satu lantal adalah bangunan yang berdirl langsung di
pondasi, pada bangunan tidak terdepat pernanfaatan lain pada lantai
dasarnva.

(2)  Bangunan satu lantal temporer tidak diperkenankan berada 4 dam
Lota kecuall dengan lzin Bupati dan umur bangunan disatalkan leon
dari 2 tahun,

Pasal 52

(1) Bangunan satu lantai semi peimanen tidak dipsrkenarkan otangun
dipingair jalan utama/prctokol.

(2) Eangunan satu lantai semi permmanen dapat dicbah nenpd
permanen setelah diperiksa oleh DPU daa dinyataian m merc
syaral.

Bangunan Bertingkat
Pasal 53

fang teanask kelompolk ini adalah .

2. Bangunan bertingkat pennanen.

L. Bamgunan bertinglkat seii paomanen.

Pasal 54

(1) Bangunan bertinghat semi peimanen tidak tiperhecd La diangun
dipinggir Jalan utamay Frotokol.

(3) Bangunan bertingkat semi peananes kadonipok 0 oot dubah
menjacl  bangunan pemianey  setelah diperbes e DPU dan
dinyatakan memenubi syarat,
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Bangunan tinggi
Pasal 55

Bangunan tingg! adalah bangunan tingal permanen dengan jumlah lantzi
lebih dari lima atau bangunan jenis lain dengan ketingglan yaneg =etara,

Pasal 56

Bangunan bangunan tingai disyaratkan adanya perhitungan korstruis
sesual dengan penggunaannya.

Persyaratan Ketahanan Konstruksi
Pasal 57

(1) Perzturan/standar teknik yang harus dipskai lalah peraturan/standar
tekrik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi Peraturan
Beton, Peraturan Baja, Peraturan Konstruksi Kayu, dan standar tekpik
lain yang berlaku di negara lain tetapi terandalkan dipaxai d
Indonesia.

(2) Tiap-tiep bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhtungkan
terhadzp tekanan angin, getaran dan gaya gempa bumi sesuai
Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung sata Peratuwan
Gempa Indonesia,

(3) Tiap bangunan dan bagian konstruks yang dingatakan mempuryal
tingkat bLahaya apl atau angin cukup besar harus direncanakan
dengan konstruksl yang sesual  dengan ketentuan teknis yana

berlaku,
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Bagian Keempat
Jaringan Alr Barsih

Pasal 58

Setiap lngkungan perumahan harus dilengbapi dengan prasarana ale beran
dengan kapasitas aukup, berkualitas baik dan rmemenubl parsyaratan, |

Pasal 59

(1) Apabila tersedia sistem peryediaan air bersih kota 3t aotern
penyediaan air bersih lingkungan, maka setiap rumat “erhak
mendapat sambungan rurnah dan atau sambungar helam. o,

(2) Bila hal tersebut tidak mungkin, maka setiap rumnch athg naman
harus  menyediakan air bersih baik sacara sendin sendn 3t
bersama-sama, kualitas yang baik, dan memenuhi persyaran varg
berlaku.

(3) Lintuk gedung-gedung yang dibangun di daerah yang bida. lersedia
fasiitas penyediaan air bersih untuk urnum, maka peny= flaan 2
bersih dapat diambil dari sungai, air tanah dangkal sesu. cengan
peraturan yang berlaku.

Pasal 60

(1)  Sistemn penyedizan air bersih meliput beberapa parakotan sepet
tanglkd bawah tanah, tangki air diatas atap, menda ar, panpes
ponpa, peipipaan dan sebagainya, Dakn pelalatan tersebat ar
bersih harus dapat dialickan ke tempat tempat yang dituiy tanoa
miengalani pencernann,

(2) Sisten peoasn air bersih tidak boleh  dihwbunghon dengan .
perproaar laniye, shingga dapat mengaktathan pencemaian ar,

(2)  Untuk bargonan yang memakal sistim aic paras ying tersambung
langsung dengan irstalast alr maumybersth haus dipasang alat
pencegah aus hallk dan sistim air panas ke sistim air dingin, R
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Pasal 611

Untuk pembuatan sumur’ sebagal sumber alr minurn  harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

(1

(3)

(3)

(4)

Sumur harus ditempatkan pada jarak minimal 10m darl peresapan ataq
sejenisnya yang dapat mengakibatkan penqgotoran atau pencemaran ar
sUMUY;

Fipa selubung sumur dibuat claii bahan rapat air sampal kedalaman
minimal 2 meter dar permukaan lantai dan ke atas 80 cm.

Lantai dan keliling sumur harus dibuat rapat air.

Jaringan Air Hujan
Pasal 62

Sistim pembuangan air hujan adalah sistim pembuangan yarg kama
air hujan dari atap geclung, halaman dan tempat lainnya dicumouiian
dan dialirkan.

Air hujan harus disalurkan melalui sistim pembuangan yang terpisad
dari sistim pembuangan air limbah dan air Ketor.

Dalarn  tiap-tiap pekarangan harus diadakan salurar-saluran
pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan dengan seluran <ota
gtau dengan pembuatan sumur resapan,
Bila belumn tersedianya saluran kota ke badan banguaan pensiima
mala badan penenma dapat berupa sungai, danau atau kolam yana
rnempunyai daya larnung yang cukup.

Jaringan Air Kotar dan Air Limbah

Fasal 63

Setiap lingkangan  {(baik  humian/pornukiman mau;:;un industri  dan
sebagainya) harus dilengkapl dencan sistim pembuangan air imbah yang
mermenuhi standar,
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Pasal 64

(1)  Pambuangan alr kotor yang berasal dari kotoran manusa pada
dasarnya dibuang ke septic-tank dan dengan paresapan kecual &
lokasl tersebut ada fasilitas pembuangan yang tersadia.

(2) PernCuangan ait kotor darl air mandi, air dapur, air Wbah pada

dasarnya menggunakan peresapan atau dapat dibuang b2 caluran
umum vang telah disediakan.

(3)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 01 tidak
nmwungkin sehubungan dengan belum tersedianya saluran wrum
atau sebab-sebab lain yang dapat diterima, maka pembuargan ar
ketor harus dilakukan melalui sumur peresapan sehunjge tdak
menJganggu kesehatan umum penduduk selatarmya.

Pasal 65

(1) Limbah khusus (misalnya air limbah industri) harus diol 7 mela w
proses pengolahan sebelum dialirkan ke peresapan atau - 2 tempat
pernbuangan lainnya yang dibenarkan.

(2) Perntuangan air limbah yang mengandung rado 20 f haws
dilakukan sesuai dengan secala peraturan dan  steniian
yang berlaku. Cara pembuangan tersebul harus mandpat 1o

khusus instansi/Pejabat yang berwenang.

Pembuangan Sampah
Pasal 66

(1) Setiap bangunan harus menyediakan  tempal  savpah romah
tangga, Lalk mempakan tempat sampah tiap ruinah atau tangat
sampal bersama .

(2) Setlap lingkungan harus dilenakapt dengan pembuancan sampah
yang aman dan sesual dengan ketentuan  yang berlaky, agar
kesetatan urnum penduduk tidak terganggu oleh akibatava.
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Pembuangan sampah dapat berupa : penimbunan terbuka (open
dumping), penimbunan saniter, pembakaran, kompos, pakai ulang
(re use), daur ulang (recycling), pendem urug berlapis (sanitary
landfill), pengolahan khusus, dan lain-lain.

Pasal 67

Cilarang membuang sampah ke saluran-saluran pembuangan air
hujan, seiokan-selokan, pembuangan air limbah dan ke tempat-
tempat yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Sampah industri, sampah nuklir dan sampah-sampah Rinrya yang
dapat membahayakan lingkungan, harus dibuang pada tempat-
tempat pembuangan yang telah ditentukan oleh Pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlalo
(Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1553).

Jaringan Bahaya Kebakaran
Pasal 68

Setap bangunan harus  dipersiapkan adanya sistim  untuk
menangquiangi kemungkinan terjadinya kebakaran dari berbagai

jenis sumber kebakaran,

Urtuk bangunan bertingkat harus rnenvediakan tangga darurat
sesuai dengan ketentuan yqng berlalu.

Urtuk bangunan- bangunan urmum thus dapat dl]aingkau oleh
mobil pemadam kebakaran.
Instalasi Alat Transportasi Vertikal
Pasal 69

Jenls, muty bahan dan peralatan Instalasi yang dipakai harus
memenuhl standar.
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Pernilihan sistim Instalasi harus rmemperhitungkan kapasitas,
kemampuan dan fungsl bangunan,

Memperhatikan falktor keamanan dan kenyarnanan panakat.*
Ruang lift harus dari bahan tahan apl.

Ruang lift harus diberi lubang untuk menolong penumparg dakem
keadaan darurat.

Penangkal Petir
Pasal 70

Instalasi penyalur petir harus sesual dengan ketentuan-kefzntuan yang
tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIP --1983).

(1)
(2)
(3)

BAB 1T
PERIZINAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 71

Setiap mendirikan bangunan, diwajiblan memibiki IMB dan Bupati.
Wewenang pemberian IMB dapat dilimpabkan kepada Kepala Dinas.

Penmichonan mengajukan 1zin sebagmmana duratand 2vat (1) dapat
dizjukan oleh perorangan, badan hukum, atau lot nya, Dalk seca
sendin-sendiri maupun cleh wakilnga atau Kuasanya vang syah

w

secar tertulis. s
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Petunjuk Perencanaan
Pasal 72

Sebelum mengajukan IMB pemohon harus meminta petunjuk kepada DPY
tentang rencana mendirikan/mengubab bangunan yang meliputi ;

a. jenis/peruntukan bangunan; . '
b. luas lantai bangunan; =
c. jumlah lantaiflapis di atas/di bawah permukaan tanah bangunan;

d. garis sermpadan yang ditentukan,

e. prosentase luas bangunan terhadap luas kapling;

f. spesifikas penampilan bangunan (arsitektural);

g. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan.

Perencanaan Mendirikan/Mengubah/
Merobohkan Bangunan

Pasal 73

(1) Parencana bangunan sampal dua lantai dapat dilakukan oleh orang
yang ahli yang telah mendapatkan surat Izin bekerja dari Kepa's

Daerah. .

(2) Perencana bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan yang .
epesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat
kualifikasi sesuai dengan bidangnya.

(4) Perencana bangunan Dbertanggungjawab bahwa bangunan yang
direncanakan telah memenuhl persyaratan teknis dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
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Tata Cara Mengajukan Pearmohonan
Mendirikan/Mengubah/Merobohian Bangunan

Pasal 74

(1) Pemohonan Izin  Mendirikan/Mengubah/Merobohkan  Bangunan
harus diajukan sendii secara tertulis kepada Kepala DFU oleh
persearangan atau badanflembaga dengan menge isian  yang
diseciakan oleh DFU,

(2) Lembar idian tersebut ayat (1) Pasal ini akan diztur lebih lanjut
gengan SK Bupati.

Pasal 75

(i3 DPU mengadakan penelitian Pemnchonan Izin vang di2jukan
mengenal syarat-syarat administrasi menurut peraturan yang berlz«w
pada saat Permohonan 1zin tersebut diajukan.

(l-‘:} DPU memberikan tanda terima Permohonan [zin apahila semuz
persyaratan telah lengkap.

(31 Dalam jangka waktu 2-6 hari kerja setelah permohonun diterma
sebajaimana tersebut ayat (2) pasal ini DPU menetapkan besarnya
retribusi yang wajib dibayarkan atau menolak karena perencanaan
teknik bangunannya Kurang memenuhi persyaratan peraturan
perundangan yang berlaku.

(4) Setelzh melunas retribusi sebagaimana térsebut ayat (3) pasal
pemohon mendapat surat Izin - sementara untuk mielaksanakan
pembangunan. '

(5) Pemohonan IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sekaligus
Derlaku s=baciai 1zin Penggunaan Bangunan,
Pasal 76
(1) Bupati memutuskan IMB selambat-larbatnya 14 (empat belas) hari

dari saat diterimanya Permohonan 1zin oleh OPU atau Instansl yang
ditunjuk.
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(2) Khusus mengenal bangunan industr, jangka waltu pelaksanazn 1zin
harus sesual dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 77

Keputusan Permohonan Izin dapat ditunda berdasarkan alasan sebagai
berikut :

a, Pemerintah Kabupaten masih memerlukan wakty tambahan untuk
penilaian, khususnya terhadap persyaratan  bangunan  serta
pertimbangan lingkungan perencanaan;

b. Pemerintah Kabupaten sedang menyusun, mengevaluasi dan atau
merevisi Rencana Bagian Wilayah/Rencana Tata Ruang;

c. Pemberian kesernpatan tambahan kepada pemchon untuk melenglapi
persyaratan yang diajukan.

Pasal 78

Penundaan Keputusan Permohonan Izin hanya dapat dilakukan sekali dan
untuk waktu tidak lebih dari 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung dan
saal pertama setelah diterimanya Permohonan [zin tersebut.

Pasal 79

(1) Permmohonan Izin  Mendirikan/Mangubah/Merobohkan  bangunan
dapat dikabulkan untulk seluruh atau sebagian bangunan yang
direncarakan yang secara struktural merupakan bagian yang tok
terpisahkan.

(2) Penolakan suatu permohonan Izin atau pemberian [2in dergan
peinbebasan borsyarat, harus disertal dengan alasan-alasan tentana
penolakan alau pembebasan bersyarat itu.

(:i)  Dengan tidak mengurangi  ketentuan-ketentuan yang lercantuia
dalam Peraturan Daerzh ini, suatu Permohonan Izin - Mendirikan [
Mengubah / Merobohkan bangunan hanya ditolak jika :

o
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a. Bertentangan dengan Undang Undang, Peraturan Pemenntah,
Peraturan Daerah Tingkat I atau Peraturan lainnya yang setingkat
lebih tinggi darl Peraturan Daerah ini.

b. Bertentangan dengan rencana Induk (master plan), rencana detail
(dletail plan), rencana pengembangan dan atau perluasan kota,

c¢. Tanah belum berstatus tanah pekarangan.

d. Tanah termasuk dalam daerah vang dinyatakan daerah rawan
bencana alam (banjir, dan lain-lain).

e. Bangunan membahayakan keselamatan wumum dan  atay
mengaanggu kepentingan umum.

f. Tanah yang statusnya dalam sengketa.

Balik Nama IMB
Pasal 80

(1) IME hanya berlaku bagi seseorang atau badan heum vang
tercaritum dalam IMB.

(2) Blla karena sesuatu hal seseorang atau badan pemegang IME bidak
laol menjadi pihak yang mendirikan/merubah,/mercbohkan bangunan
dalarn IMB tersebut, harus dimohonkan balik nama kepada Bupat.

(3) Permohonan balik narma IMB diajukan secara tertulis dengsn mengisi
formudir yang telah disediakan.,

Pasal 81

(1) Bila peamohon 1MB adalah berbentuk badan hukum dan buber
sebelun PIMB yang diajukan diputuskan, maka terbacdap PIMB
tersebut tidak diambil keputusan dan apabils bubar setelah IM8 |
dtetapkan, maka IMB tersebut menjacl batal,  ° :

(2) Bila pernchon IMB meninggal, maka PIMB lars!ti.lt dapat ﬁ'iﬁl’kﬂﬂ
oleh ahli warlsnya, sedangkan apabila [MB sudah ditetapkan dapat
dimohonkan balik nama oleh ahli wars tersebut dalam jangka wakty

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak rmeninggalnya pemohon.
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Pasal 82

(1) Formulir/lernbar islan pemobionan balk rama IMB sekurang-
kurangnya berisl keterangan tentang :
a. Nama pemohon,

b. Alamat pemohon;
c. Nomor dan tanggal IMB yang bersangkutan,

]
(2) Bila penerima IME tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan
bangunan karena meningoal atau bubar bila berbentuk badan
hulkum, keterangan dalam lembar islan dilampiri :
8. Akta kematian/Suiat Keterangan Kematian atau akta pembubaran
yang sah,
b. Surat Keterangan bahwa pemohon balik nama M8 adzaiah
penerima hak yang sah karena kematian atau pembubzran;
¢. Salinan IMB yang bersangkutan.

Pelaksamaan Pekerjaan Pembangunan

Pasal 83

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai dengan IMEB yang
dimohcnkan.

Pasal 84 ')

(1)  Pemohon IMB wajib memberitahukan secara tedul's kepada DPU /

DTK tentang :

a. saat aken dimulainya pekerjaan mendirkan bangunan tersebut
dalam IME sekurang kurangnva 24 jam sebelum pekeijaan
dimulal;

b. saat akan dimulainya baglan-bagian pekerjaan  mendrikan
bangunan, sepanjang nal itu dipersyaratian dalam IM8 sekurang-
kurangnya 24 jam sebeluin bagian itu dimulai;

d. tiap penyelesalan baglan pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal
itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang- kurangnya 21 Jam <etelah
bagian pekerjaan itu selesal.
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(2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB, baru dapat dimulai
dikerjakan setelah DPU menctapkan garis sempadan pagar, qars
sempadan bangunan serta kelinggian permukaan tanah pekarangan
tempat bangunan yang bersangkitan akan dicirikan sesuai dengan
rencana yang *elah ditetapkan dalam 1M8.

(3) Selambat-lambatnya (dua) hari cetelah diterimanya pembentahuan
oleh pemegang IMB tentang pelaksanaan permbangurannya maka
Kepala DFU menugashan pamerilksa untul meneltl kenyataan tagian
pekerjaan yang ada sesual dengan rencana dalam IM2.

(4) Apabila setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasa’ Ir,
bagian pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, petugas
pemeriksa memberikan tanda bukti persetujuan untuk menerusean
pekenaan.

(5) Apabila setelah pemeriksagn sebagaimana dimaksud ayat () Pasal
ini, bagian pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan rencana, maka
pstugas  pemeriksa  dapat  memerintahkaa  pemyssuaan,
pembongkaran, dan atau penghentian bagan pexsn: o wing
dinyatakan dalam Barita Acar,

Pasal 85

Petugas pemeriksa dalam mengawasi peleksanaan pambang aa
ditetapkan dengan keputusan Kepala DPU.

Pasal 86

(1) Selana pelenaan  mendinkanymerubahjinerobbikan  Norguean
diaksanakan, pemegeng IMB  diwajibkan mencunanian ol
bangunan, sehingga tidsk mengoanagu knghunagae

(2) Selwna pelaksanaan  peberaan, setiap peimeginy MR warp
mernasard papan petuaiuk yang memuat ketemngar, te Lo
a. Nomor dan langaal [ME;
b. Nama pemilik 1MB;

d. ngka wakiu pelaksanaan pekerjaan;
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(3)

d. Jenis bangunan,

e. Peruntukan bangunan;
f. Lokasi/alarnat kapling;
0. Pelaksana bangunan;
h. Pengawas bangunan.

Ketentuan lebih lanjut lentang permasangan papan  penunjuk
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal Inl diatur dengan Heputusan‘
Bupati,

Apabila pelaksanaan pembangunan mengganggu s2ranz kota, maka
pelaksanaan kegiatannya tidak boleh dilakukan sendiri tetapn harus
dikerjakan pihak yang berwenang atas biaya pemegang IMB.

Pelaksana Bangunan
Pasal 87

Pelz ksana pekerjaan mendirikan bangunan sampai dengan dua entai
dapst dilalnkan olel pelaksana perorangan yang ahli.

Pelzisana peleraan mendirikan bangunan dengan luas lebih dan
S0C mZ atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik
hatus dilzksanskan cleh pelaksana badan hukum yang memilik
kuallikasi sesuai dengan bidangnya dan peraturan yang berlaku.

‘i

Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan
Pasal 88

Pengawas pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas
yang sudah mendapat Tzim

Selama pelerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB
divvajibkan  agar salinan  gambar [MB  beserta  lampirannya
ditempatkan didokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh

petugas.

Dipindai dengan CamScanner



(3) Petugas DPU berwenang :

a. memasuki  dan . memeriksa tempat pelaksaraan  pekerjaan
mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;

b. memerksa apakah bahan bangunan yang digunatan sesual
dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBE) dan Pencana
' Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ,

¢. memerintahkan menyingkirkan babhan bangunan yang ditolak
setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang diengazp
berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan urnun,

d. memerintahkan membongkar atau penghentian segera pekariaan
mendirikan, sebagian atau seluruhnya urntuk sementa a weakty
apabila : _

1. pelaksanaan pendirian bangunan ini menymgpang dan lan
yang telah ditentukan atau syarat-syarat yang telan
ditetapkan,

2. peringatan tertulis dari DPU tidak dipenuhi dalan: jangks
waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 89

(1) Pemilik [ME wajib memberitabukan kepada DPU saat telah & zsaing
seluruh pekerjaan mendirikan banguan tersebut dafarm IME s<iambat-
lambatnya 7 hari setelah pekerjaan mendirikan bangunan ity selesal

(2) Selambat-lambatmya 14 harl setelah ditenmanya  pemberitahuan
tersebut pada ayat (1), OPY harus sudah mielaksanakan pemeniksaan
selempat,

(3) Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataanoya telah
selesal dilaksanakan seluruhnya sesual dengen IN8, OPU memberi
surat keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan
kepada pemilik/penerima IMB,
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Bagian Kedua

Izin Marobohkan Bangunan
Petunjuk Merobohkan Bangunan

Pasal 90

Dengan memperhatikan Monumenten Ordonnantie (S. 1931-233)
dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan ya

dinyatakan :
a. rapuh ("bouwvalleg");
b. tidah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan lain yang

berlaku.
Pasal 91

Sebelum mengajukan permohonan Izin Merchohkan Bangunan, pemchoa
harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana mercbohkan
bangunan kepada DPU yang rneliputi :

a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan,

b. persyaratan merobohkan bangunan;

c. cara merobohkan bangunan;

d. hal-hal lain yang dianggap periu.

Perencana Merobohlcan Bangunan "
Pasal 92

(1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuatl oleh perencana
bangunan.

(2) Kelentuan ayal (1) Pasal ini tidak berlaku bagi
z, bangunan sederhana;
b, bangunan bestingkat dua,

o4 Percncanaan merobohkan bangupnan meliputi
=. gistern merohohkan bangunan;
o, penaeblaan pelaksanaan merobohkan bangunan,
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Pelaksanaan Izin Merobohkan Bangunan
Pasal 93

Pekeridan marobobkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-
kurangnya 7 hari setelah [zin Merobohkan Bangunan ditenme.

Pekergan merobohkan bangunan berdasarkan [zn Mercbohian
Bangunan dileksanakan menurut cara dan rencana yang daabian
dalarn Izin Merobohkan Bangunan,

Pengawasan Pelaksanaan
Izin Mercbohkan Bangunan

Pasal 94

Selama pekerjaan merobehkan bangunan diakukan, pemiic 198
Cwyajibkan agar salinan IMB beserta lampirannya < =moation
dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.

Petugas berwenang .

a.

memasuld  dan  memeriksa tempat pelaksanaan  pekenan
merobohkan bangunan;

. merneriksz apakah periengkapan merobohlan darguaan varg

digunakan atau bagian-bagian bangunan yang croddhian sesua
dengan persyaratan yang disahkan dalam IM3;

melarang  perlengkapan  dan  cara  yarg  dgunokan Ut
merobohkan bangunan yang berbahaya bagi ingkungan dao
mermerintahkan dengan care cara yong aman dan dsyaratan
dalam 1M4E.

Dipindai dengan CamScanner



42

Bagian Ketiga
Perubahan Penggunaan

Pasal 95

(1) Tidak dibenarkan merubah pengaunaan bangunan tanpa Izin Bupati,

(2) Perubahan penggunaan sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini
hanya dibenarkan menjadi golongan bangunan campuran atau sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Kota,

Pasal 96

Untuk bzngunan baru yang pengaunaan bangunannya sesuai dengan
ketertuan vang terfulis dalam IMB, maka IMB tersebut dapat sekaligus

berfaku sevagai I1zin Penggunaan Bangunan.

Tata cara Pengajuan IPB
Pasal 97

(1) Permohonan [PE diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh crang
atau badan melalui DPU dengan mengisi lembar isan yang

dis=diakan.

(2) Lernbar isian Permohonan IPB tersebut ayat (1) Pasal ini akan diatur
lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati,

Pasal 98

(1) IPB hanya berlaku bagi orang atau badan hukum yang namanya
tercantum dalam IPG,

(2) Apabila karena suatu hal orang atau badan hukum tidak lag menjadi

pihak yang menggunakan bangunan dalam 1PB tersebut, 1P8 harus

dimohonkan balik nama yang digjukan secara tertulis kepada Bupat
melalui DPU dengan mengisi lembar isian yang disediakan,
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Pasal 99
(1) Lembar isian pemphonan balik nama 1PB selurang-kurangnya berisi
keterargan -
a. Nama dan alamat pemohon,
b. Nama pemegang [PB larna, nomor dan tanggal 198,
¢. Nama pemegang IMB, nomor dan langqal [MB;

(2) Apabila pernegang IMB tidak lagi menjadi pihak yang menggunakan
bangunan karena meninggal dunia atau bubzr bila berbentuk badan
hukum, keterangan dalam lembar isian dilampiri

a. Akta Kematian/surat keterangan kematian dari Lurah/iepala Desa
atau akta pembutaran yang sah;

b. Surat keterangan bahwa pemnchon balik nama [PE z2dalin
pensrima hak yang sah karena kematian atau cembulamn dar

pemegang IME,
¢. Salinan IPB vang bersangkutan.

Bagian Keempat
Dispensasi
Pasal 100

(1) 1zin bangunan tidak diperlukan/dibebaskan dalam hal :

a. Pembuatan kolam, taman dan patung-patung, tHang endern,
antena TV/Radio, sepanjang tidak bertentangan dengan xetentuan
yang berlalku,

b. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan  dan kN
sehagainya yang luasnya tidak lebih dan 06 meter persedi
dengan sisi terpanjang meadatar tidak lebih dar 2 meter;

C. Membongkar bangunan-bangunan ysng manurt peiun‘tuiruﬁan
DPU tidak membahayakan,
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d. Pemeliharaan bangunan-bangunan dengan tidak mengubah
denah, konstruksl maupun arsitektonis bangunan-bangunan
semula  selelah  mendapat [zin, seperti @ memplester,
mengecatymelabur, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki
lantal bangunan asal ticak merubah ketinggiannya, memperbaiki
daun pintu dan atau jendela, memperballd penutup atap tanpa
merubah konstruks! dan tidak menggunakan bahan penutup atap
vang lebih bevat, memperbaiki lubang cahaya/udara, memperbaki
langit-langit.

Mendirikan bedeng direks! (Kantor Direksi);

f Memperbaiki bangunan yang rusak karena bercana alam atau
musibah, separjang tdak menyimpang dari IMB vang telah
dirniliki.

Bangunan dengan konstruksi khusus yang telah mempunyai 1zin
dari Instarsi Pemerintah yang bermenang dalam bidangnya
seperti instalasi  listrik, talepon, air minum, tenagz atom,
penangkal petir, penyinpanan bahan bakar/pslumas, radio
komunikasi, peralatan kesehatan dan lainnya yang  diluar
wewenang CPU.

T

L

Pasal 101

(1) Kepala Cinas Pekerjaan Umum berwenang untuk memerintahian
penghentian dan pengambilan tincakan pada pendiwian suaty .
bangunan jika :

a. Pelaksanaan pendirian bangunan tersebut menyimpang darn 1zin
yang telah diberikan, menyimpang d.ri syarat-syarat atau darni
perjanjian- perjanjian yang telah ditetapkan,

b. Pelaksanaan bangunan tersebut dilakukan berientangan dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku,

¢. Pelaksangan bangunan yang Lanpa [IMB.

e. Tidak memenuhi peringalan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk
mengerjakan segala sesuatu yang masih dipandang perlu, dalam jangka
viaktu yang telah ditetapkarn.
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(2) Pelaksanaan tindakan atas ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1)

Pasal ini dapat berupa pelaksanaan pembongkaran atau tindakan kin
yang secara teknis dapat dilakukan dengan secara perintah tertulis
dari Kepala DRU.

Pasal 102
(1) Wewenang untuk memberl dispensasi  atau  pembebasar,

mengandung pula wewenang untulc mengadakan syarat-syarat,

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Stet
dtetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati dalam Suraft Keputusan
sebaqaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditentahuian kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Surat Keputusan yang mengandung hal yang diuar kebiasaar,
terlebih dahulu diberitahukan kepada pemohen dan ha ya bDerla
untuk mereka yang berkepentingan.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 103

(1) Dalam Peraturan Oaerah inl yang dimoaksud pengawas donaunas
adalah Kepala DPU yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputuioan
Bupat,

() DPU melupakan pengawas pekenaan-pelenaan umunl soanpng
hal tersebut tennasuk wewenang don bersoa dolan fhobuness
Katupaten Magelang

(3) Kepala DA dapat meminta keterangan/petuo, nasehat o anjut
kepada yang ahh dalan hal menjadi polok peisnalin Monguean,
sepanjang hal lersebut clanggap perly. *
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BAB IV
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 104 .

(1) Sebelum memulal pekerjaan, pemohon IMB wajib membayar rﬂtnh.g
teriebih dahulu.

(2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulic.

(3) Pembayaran retribus IMB tersebut ayat (1) Pasal ini cilzlulan
selambat-lambatnya 15 hari setelah surat pemnberitzhuan diterima
oleh pemoahon.

(4) Retnbusi IMB yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

(5) Bali" nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuiuh
pei->n) dari besarnya retribusi IME vyang bersanckutan dan
serendahi-rendahnya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupizh).

; Bagian Kedua
Biaya Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan

Pasal 105

(1) Biaya Ijin Mendirikan / mengubah bangunan adelah hasil perkatan
entara koefisien kotaydaerah, koefisien kelas jalan, koefisen cuna
bangunan, koefisien kelas banounan, keefisien tingkat bangunan,
koefisien status banounan, koefisien luas lantal, dan harga standar
bangunan. _

(2) Besarnya haiga standar Langunan ditentuban dengan keputusan
Bupali.

(3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
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Penetapan koefisien-koefisien tersebut ayat (2) pasal ini adatah

sebaqgal berikut:
1 Kouﬁslen Kota/Daerah

o R b LA BRI L L ok s PR =

NO HIRARK] KOI NMEIMH

1 Bangumn di Kola Ran-gking 1

2 | Bangunan ¢i Kola Rangking 11

3 Bangunan di Kota Rangking 111

4 | Bangunan pada Kawasan Khusus
b Bangunan ci Pedesaan

2. Koefisien Kelas Jalan.

3. Koefisien Guna Bangunan

oo S e B T St i o

NO Jf GUNA BANGUNAN

Bargunan perdagancan dan jJasa
Barqunan perinclust ian
Bangunan perumahan
| Bangunan kedembagaan
Bangunan Lmum

Bangunan pendidkan

Bangunan khieas

Bangunan campuian

O ~d O A e e B e

% | Bangunan sceial
10 | Bangunan lain-kin

- L e T R T ——

.-.-u[ L T e pe— —

FOERFISIE
1,9
0, %)
0 g
0,9
0,70

R e e srmr i manmee - --------J

I - LTl T R e TR SR F s el B R e e ol 0 sE s - --I--vl1

NO KELAS JALAN FOEFSIEN i

I | Bangunan dii tepi jalan Protokol/Utama Kota | %

2 | Bangunan dii tepi jalan Arteri 1.9 |

3 Bangunan cii tepi jalan Kolektor L' ;

4 Bangunan di tepl jalan antar linghungan 1,09 ,
Aatzeg V1T U O DR SRR IS

KOgHL 2N

140
L2
L3O
¢
0.8
0.8
08

1.5 » Keefsen

bangunan hauk |
(UK
0,30

L]

L RTINS w UL R o
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4. Koefisien Kelas Bangunan

B m e e s B b AR S AT S S e R B e E RS R R e S T S W T S S

NO KELAS BANGUNAN KOEFISIEN

1| Permenen dengan dinding batu beka cengan | 1,00
kongtruksi beton dan atau baja

2 Permanen dengan dinding batu bata biasa 0,75
3 | Semi permanen dengan dinding 0,50 .
papanykotangan 0,30

4 Temporer dengan dinding papan/bambu, clll

5. Koefisien Status Bangunan

NO STATUS BANGUNAN KOEFISIEN
"1 | Bangunan Pemerintah 675 |
2 Bangunan Swasta 1,00

6. Koefisien Tingkat Bangunan

40| TINGKAT BANGUNAN DENGAN JUMLAH LANTAT | KOEFISIEN

B e o S P —

i B-angunm lantai 1,00
2 Bangunan lantai 2 0,30
3 Bangunan lantai 3 kealas 0,70

7. Koefisien Luas Bangunan

HO LUAS BANGUNAN IUCHIQI cN
1 | Bangunan dengan luas s/d 100 m' 0,80

2 | Bangunan dengan luas sfd 250 m’ 1,0C

3 | Bangunan dengan luas s/d 500 m’ 1,25

4 | Bangunan dengan has sfd 1,000 n 150

5 | Bangunan dengan luas > 1,000 m’ 1,75
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Pasal 106

(13 Biaya zin Merobohkan Bangunan ditetapkan setesar 10 9% (sepulun

(2)

(1)

parsen) dan perhitungan kemball blaya IMB yang akan d rebohian,

Biaya Itin Penggunaan Bangunan ditetapkan cebesar 25% (dn
puluh lima persen) dibitung darl biaya retribus (1MB) semun
pengaunaan bangunan yang baru.

BAB V
SANKSI

Bagian Pertama
Pencabutan

Pasal 107
Izn Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan Bangunan cap c ccat t
apabila :
a Pemegang lzin tidak menjadi yang berkepentingar ‘ag.

b. Dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperparjang satu «»
lagi atau enam bulan lagi dan setelah tanggal I~ ‘ewsetct
diberikan, masih belum dilakukan pemulaan pekarpm vang

sungquh-sungguh,

C. Pekerjaan - pekerjan tersebut telah cihenbhan selama & (enam)
bulen beaturut-turat dan ternyata idak dilargutkan

d. 1zin yang telah diberikan tersebut termyata kemucian ddasarian
pada keterangan/ data yarg udak benar,

e. Pembangunan ku keswdian tegayats menyipang den gacana
yang disahkan dalam 1210 ters: Lot

f. Penggunsdn bangunan ldak sasusl lal demyan Ian vang
diberikan,
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0. Ketentuan dalam huruf b dan ¢ Pasal ini dapat diperpanjang ole
Kepala DPU  apabila  alasan-alacan  yang menyebabkag
keterlambatan  dimulainya atau diselesalkannya pekerjaan dapa
diterima.

Keputusan tentang pencabutan suatu [zin mendinikan Bangunan
yang telah diberikan/diterima pemohon, diberikan secara Ui
kepada pemegang [zin disertal dengan alasan pencabutan.

Bagian Kedua
Pengosongan

Pasal 108

Setiap pengaunaan bangunan yang tidak sesuzi dangzn ketenfum
dalam IMB atau IPB, Kepala DPU dapat memermtahkan  whu
dikosongkan,

Sila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah perrian
pengascngan tersebut ayat (1) Pasal ini disampaikan dan perms
bangunan tidak melaksana-kannya, maka Kepala DFU atas buwa
pemilik bangunan dapat mengo-songkan bangunan terseout

Bagian Ketiga
Pernbongkaran .

Pasal 109

Setiap bangunan yang didirikan atau diubah tidak berdasarkan 2w
Mendirlkan/ Mengubah Bangunan, Kepala DPU dapat memerintahkan
kepada pemiik-nya urtuk membongkar bangunan tersebut sebagun
gtau seluruhnya atas biaya penilik,

Bila selanbat-lambatrya 14 hanl sestdah periatah  pembongiaian
tersebut pada ayat (1) Masal ml dsampaikan pemilik bangunan tidak
mematuhl  perintah  teisebut, Kepala DPU  atas blaya pemiiik
bangunan dapat membongkar bangunan tersebut,
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Bupati atas permohonan yang bersangkutan, dapat memberikan kerirganan
dan atau membebaskan relribusi untuk bangunan yang berfungs sosial
dan milik Pemerintah,

a.  Untuk setiap perubahan yang menyangkut struktur dan atay
arsitektur bangunan dike-nalkan blaya scbagaimare denaksud Pasal
105 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

b.  Bangunan yang belum memilik IMB dikenakan biaya sebacaimana
dimaksud Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 111

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Magelang.

(2) Retribusi dipungut dengan mengunakan Surat Kefetapan Retrbus
Daerah atau dokumen kain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribust IMB ditetapian dlen
Bupati.

BAB VIX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 11.2
(1) Barang sipa melanggar ketentuan dalam Bab 1f dan Bab 11
Peraturan Dacrah inl dlancam pidana kurungan selama-lamanya 6

(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lma
juta rupizh).
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Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
kepada yang bersangkutan ftetap diwajibkan memenuhi ketentuan
bangunan dan ketentuan Izin Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan
Bangunan dan atau diwajibkan mernbayar retribusi IMB.

Apabila suatu pelanggaran yang dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan oleh suatu badan hukum, suatu perssorangan, suatu
perserikatan atau vayasan maka tuntutan pidana dan hulksman
pidana ditujukan dan dijatuhkan kepada baik terhadap badan hukum,
perseorangan, perserikatan atau yayasan, baik terhadap anggota
pengurus atau terhadap mereka vyang memnberikan perintah
melakukan pelanggaran itu yang bertindak sebagai pemimpin dalam
pelanggaran itu atas kelalaian itu sendiri maupun terhadap kedua-
cuanya.

Tindak pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 113

Berdasar keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap berdasarkan ayat (1) Pasal 112 di atas diharuskan
mernbongkar, mengubah atau memperbaiki segala sesuatu yang
telah dilakukan atau dilalaikan yang bertentangan dengan syarat-

- syarat atau petunjuk-petunjuk. yang telah ditetapkan dalam atau

berdasarkan Peraturan Daerah ini Mereka vyang telah diatuhi
hukuman dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati,
kewajiban mana dibertahukan kepada yang bersangkutan dengan
surat tercatat,

Apabila kewajiban untek melakukan pembongkaran, perubahan atau
perbaikan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilalaikan, maka
seqala sesvatunya akan dikerjiakan oleh Pemerintah Kabupaten atas
blaya yang bersangkutan, setelah mereka itu diperingatkan tentang
kewajibannya dengan surat tercatat,
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Pasal 114

Penyidikan ztas pelanggaran tndok pidany tebagaimana yang dimalesid
dalam Peraturan aerah ini dilakukan olch Pon idik Pegawatl Negert Sipit o)
lingkunoan Peinzrintal Kabupaten Magelano sesuai dengan peraturan
perundeng-undangan yang berlaku.

BABR VIIX
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 115

Surat TME yang telah diberikan tidak berdasarkan Peraturan Dasran n,
berlaky ketentuan-kelentuan dari peraturan yang menjadl dasa: permbenan
Izin dirmaksud dengan Ketentuan bahwa terhadapnye berlaau puls
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini separnjgng seferisan-
keterduan tersebut tidak merugikan pemegang 1zin.

Pasal 116

Permohonan IMB yang diajukan dan belum dipytuskan tace ot
berlakunya Peraturan Daerah ini, akan diselesaikan beicasarkar weturtuiae-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

(1) Terhadap bangunan- bangunan yang didikan sebelum bedatunya
Peraturan  Daerah ini, maka Bupa diben kewsnangan  urtuR
mengadakan pernutihan 1IMB. '

(2) Dalam rangka pemutihan IMB ini, para penilih bangunan Cramaan
untuk memenuhi persyaratan-pecsyaratan dan ketentuan-ketentuan
yang akan diatur tersendil.
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BAB IX
PENUTUP

Pasal 118

Hal-hal lain yang belum diatur dalarm Peraturan Daerah ini sepamjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati. .

Pasal 119

Dengar: berlakunya Peraturan Dasrah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daszrah Tingakt Il Magelang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pembuatan,
Pembe: gkaran dan Perbaikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Dati II
Magelz g serta Peraturan Daerali Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang
Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan Untuk Jalan-jalan Kabupaten
Dasrah Tingkat I1 Magelang beserta perubahannya dan semua ketentuan
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berfaku

iagi.
Pasal 120
Peraturen Daerah ini mulal barlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan .

Peratwzn Daergh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daecah
Kabupsien Magelang,

Disahkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Maret 2000.

Ttd,
DRS. H, HASYIM AFANDI
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Diunclangkan dalam Lembaran Daerah
IKabupaten Magelang
Nomor 6 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000
seri B ; Nomor |

Sekretaris Daerah

s,
' V

Ttd.
;

DRS, H. SOLECHAN AS,
Pambina Utama Muda

NIP. 500034 460
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG
BANGUNAN .

PENJELASAN UMUM,

Potensi yang dimiliki Kabupaten Magelang baik potensi pariwisata
maupun pctensi alam lainnya merupakan salah satu medal czlzm
pelaksanaan pembangunan yang penting untuk dimanfaatian.
Pelaksanzan perbangunan di Kabupaten Magelang telan benzian
dengan pesat, hal ini clapat dilihat dari pertumbuhan yang cukus
pesat dari berbagai bidang baik itu pertumbuhan di bidang sosal
ekonomi, budaya, fisik maupun tata ruang.

Pertumnbuhan fisik dapat terlihat dengan jelas terutama di perkoaan
yang mengakibatkan Kkepadatan bangunan semakin meningiat
ceningga aspek pengaturan dan pengendalian bangunan sert:
lingkungannya juga harus ditingkatkan quna terciptanya keseraaam
pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.

Berkaitan dengan hal tlersebut maka untuk rner}:jim’
perkembangan  fisik dan  untuk  memberikan  bimbingan <0
pengawasan yang efektil atas keglatan pembangunan, maka peild
adanya ketentuan-ketentuan rmeliputl berbagai masalah Khususny?
peningkalan pelayanan terthadap perkémbangan di masa mendatan)
yang distur dalam suaty Peraturan Daerah,

Untuk maksud tersebut di atas maka perlu meninjau kembal untuk
lebih disempuinakan barkaitan dengon bentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomcer 3 Tahun 1977 tentang Pembuatan,
Pembongkaran dan Perbalkan Bangunan di Kabupaten Dati i
Magelang, dipandany sucah tidak sesuai 1agi dengan perkembangan
keadaan sehingga pedu dibentuk peraturan daerah baru yaity
tentang bangunan.
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II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasa! 1 /sd3 : Cukup jelas.
Pasai 4 ayat(l) : Hirarki Kcta / Daerah di Kabealen
Magelang :

a. Bangunan di Kota Rangking | :
Adalah bangunan yang terletzk di
kota yang sudah memilikd sarana
fasiltas vyang cukup meliputi
Wilayah Kota Muntilan.

b. Bangunan di Kota Rangking 11 =
Adalah bangunan vyang ferletzk o
kota yang memiliki potensi ssbagal
pusat pelayanan tetepi belm
memiliki sarana, fasii@s vyang
memadai untuk melavan: dasrah di
belakangnya, meliputi : Wilayah Xcts
Grabag, Secang, Mungkic,
Borobudur, Salaman, dan
Mertoyudan,

c. Bangunan di Kota Rangki I1I :
Adalah bangunan yany ‘erletak di
Kota yang mempunyat kemampean
fasilitas dan satana yang belum
mendukung potensi perkembangan
wilayan  maliputi  wilayah  Kcta
Ngablak, Salam, Tempuran,
Sawangon, Teaahejo, Bandongan,
Kalianglrik, . Kajoran, Candimulyo,
Fakis, Windusari, Srumbung, Ngluwar
dan Kota Dukun, '
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1. Bangunan di Kawasan Khusus /[
lertenty  adalah  bangunan  yang
tarletak  dil wilavah  yang  karena
beadaan  <fat ol wileyahinva
mempunyai funds  terronts o y#ity

Lawasan parivissta, Cavi igs
hudaya, dan kavsa: 20 Encung ‘

3. Banguazn di Ped:2an :
Adalah bangunan yang terler, o
uar batas wiiayah | :ta.

fial 4 ayat(2) o Klasifikasi Klas Jalan :

2. Jalan Protokol / Utama / Frimer -
Pembagian ini disuzun  mMelLL
ketentuan peraturan tata ruang <o
ctruktur  pengembangan  waays"
untuk nasional yang menghuburdaa
simpul-simpul jasa distribus sebaga
berikut :

Dalam suatu wilayah
pengembangan menghudurakaa
secara meanerus  kota  jeny
kesatu, kota jenjang kedua, A
jenjang ketiga, dan kota jeméng
di bawahnya sampai ke persil.
Menghubungkan kota  jen g
kesatu  dengan  kota  jemang
kesatu  antar satean  wiavad
pencgeinbangan.

b, Jalan Arten ;
Manghubungkan keta jenjang kesatu
yang terletals  bewdampingan atau
menghubungkan kota jenjang kesalu
dengan kola jenjang kedua.
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

2P bbb n

w

ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat (6)
ayat (7)
ayat (8)

dan 6

avat (1)

ayat (2)

29

¢. Jalan Kolektor :
Menghubungkan kota jenjang kedua
dengan kota jenjang kedua atau
menghubungkan keta jenjang kedua
dengan kota jenjang ketiga,

d. Jalan Lokal (antar lingkungan ):
Menghubungkan kota jenjang kesatu
dengan persil, kota jenjang keduz
dengan persil, kota jenjang ketiga
dengan kola jenjang ketiga, kota
jenjang ketiga dengan kota jenjeng

di bawahnya, kota jenjang ketigz
dengan persil dan kota jenjang di

bawah jenjang ketiga dengan persil.

cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Garis Sempadan Bangunan  terluar
aclalah batas yang tidak bolel: dilempaui
oleh Bangunan kacuali mengenai tritisan
dengan tinggi yang ditentukan.

Ketentuan fain vang dimaksud adalah
acanya atwan/ketentvan khusus pada
daerah lerlentu vang mengatur tentang
letak sempadan jalan yang ditetapkan
oleh Bupali dengan persetujaun DPRD
Kabupaten Magelang.
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Pasal 7 ayat(3)
Pasal B s/d 33
Pasal 34

Pasal 35s/d 37
Fasal 38

Pasal 39 s/d 57
Pasal 53

Pasal 59 s/d 65

60

Garls Pondasl terluar adalah batas yang
tidak boleh dilampaui cleh kaki pondzsi
ke arah kelvar bangunan dan atau

kapling.
Cukup jelas,

Kapasitas yang meradai adalah riang
yang dapat menampung sebagian
karyawan yang akan raenfalankan
Ibadah tanpa harus antri menungqgu.

Cukup jelas.

Rumah tunggal adalah rumah yang
berdiri sendirl pada satu kapling

Rumah kopel adalah dua rumah yang
berdiri pada satu kapling.

Rumah susun adalah rumah yang tercin
dari beberapa lantal yang tersusua
secara vertikal yang berdiri pada satu
kapling.

Rumah bedeng/berderet adalzsh rumah
yang terdirl dari tipa atau lebih dan
lelaknya berderet serta berdiri pada gar
kapling.

Kemplek perumahan adalah sskeiompek
rumah yang menempati kaping-kaplng
dan membentuk satu lingkungan.

Culup jelas,

Yana disebut Jaiingan adalah sstem
yand teidin dari hantaan / instalas
sehingga memungkinkan fungs Instalast
dapat berfungsi,

Cukup jelas.
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Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

66 ayat(1)

66 ayat(2)

66 ayat(3)

67

s/d 120 :

61

Cukup jelas.
Cukup jelas.

a. Penimbunan terbuka (open durnping)
tidak boleh pada daerah yang berair
atau digenangi air atau tebing yang
di bawahnya ada sumber awnya atau
dekat daerah pemukiman.
Penimbunan  terbuka seharusnya
ditimbun, agar sampah  tidak
berserakan, menjadi sarang serangga
[ lalat dan tidak menysbarkan bau
busuk.

b. Lapisan sampah dalam penimbunan
harus diusahakan kurang dari dus
meter dari tiap lapis. Tebal lapisan
tanah minimun 20 cm untuic menutup
tiap lapisan sampah, sedang lapisan
terakhir tebal tanahnya €0 an. Setiap
lapisan sampah yang sudah ditimbun
dengan tanah harus dipadatkan.

c. Sistern  pendern urug  berlaps
(sanitary landfill) pada pinsipnya
adalah penimbunan sampah pada
lobang besar dimana segala macam
sampah  ditimbunkan,  kemucan
diratakan dan dipadatkan dengan
memberikan lapisan tanah di atasnya.
Kernudian lapisan sampah berikutnya
juga  ditimbun,  diratakan  dan
dipadatkan, demikian seterusnya.

Cukup jelas,
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